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ABSTRACT

Village mentoring aims to accelerate village development so that the welfare of
village communities can be realized. Increasing awareness and participation of
village communities in participatory village development also needs 1o be fostered
so that village progress can be achieved. The formulation of the problem in this
study is how the authority of Village Facilitators in the Framework of the
Implementation of the Village Government of East Sambirejo, Percur Sei Tuan
District, Deli Serdang Regency According to the Regulation of the Minister of
Villages Number 3 of 2015, how s the implementation of village assistance in East
Sambirejo Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency in the field of
village infrastructure development, what are the obstacles and solutions of village
facilitators in the implementation of village infrastructure development in East
Sambirejo Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency. This research
is descriptive analysis research that leads to empirical juridical research. The data
sources in this study are primary data and secondary data. Primary data is data
obtained directly from research at the Office of the Head of East Sambircjo Village,
Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency. Data collection tools are library
research and field research. Based on the research result, it is understood that the
legal status of village facilitators in village government is based on Law Number 6
of 2014 concerning Villages and Regulation of the Minister of Villages,
Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 3 of 2015
concerning Village Facilitators. Village facilitators have authority over the
planning of village programs and the allocation of village funds, the utilization or
allocation of village fund allocations, and conirol over the allocation of village fund
budgets. The role of village facilitators in the management of village funds by the
village government is to oversee the allocation of village funds, which is carried
out on an ongoing basis through continuous assistance from facilitators provided
by the Ministry of Villages, so that village development can be achieved and be
effective. Obstacles to the implementation of the role of village fucilitators in village
fund_management include a lack of expert village facilitators, suboptimal
IR e carrying out their duties and functions, particularly in capacity

s gikire development, and community organization, and  limited
bwiedge in organizing the implementation of village programs

Facilitators, Implementation, Village Government
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ  

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?, (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.
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Fungsi skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Program Studi Ilmu Hukum. 
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ABSTRAK

KEWENANGAN PENDAMPING DESA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

(Studi Di Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan 

Kabupaten Deli Serdang)
Jamauddin
(245114148)

Pendampingan desa bertujuan mempercepat pembangunan desa agar kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif juga perlu dibina agar kemajuan desa dapat tercapai.. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana  kewenangan Pendamping Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015, bagaimana pelaksanaan pendampingan desa di Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang  dalam bidang pembangunan infrastruktur desa, bagaimana hambatan dan  solusi pendamping desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa di Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kantor Kepala Desa ambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Alat pengumpul data adalah  penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa kedudukan  hukum pendamping desa dalam pemerintahan desa adalah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Pendamping desa memiliki kewenangan dalam hal perencanaan program-program serta alokasi dana desa, pemanfaatan atau peruntukan alokasi dana desa, pengendalian dalam hal pengalokasian anggaran dana desa. Peran pendamping desa dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintahan desa adalah melakukan pengawasan alokasi dana desa dan dilakukan secara berkelanjutan dengan secara terus menerus dilakukan pendampingan oleh pendamping yang disediakan oleh Kementerian Desa, sehingga pembangunan desa dapat tercapai dan tepat guna. Hambatan dalam pelaksanaan peran pendamping desa terhadap pengelolaan dana desa adalah kurangnya tenaga ahli pendamping desa, kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu dalam pengembangan kapasitas, kaderisasi, dan pengorganisasian masyarakat, keterbatasan pengalaman dan pengetahuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan di desa.

Kata Kunci: Pendamping Desa, Penyelenggaraan, Pemerintahan Desa
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DAFTAR PUSTAKA.
BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD 1945)  membentuk badan-badan kenegaraan di pemerintahan pusat dan dan daerah. Pasal 18 UUD 1945 berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa selanjutnya disebut UU Desa, bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka desa mempunyai kedudukan strategis sebagai ujung tombak serta sebagai tolak ukur dalam melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan nasional secara integral.

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Menurut Pasal 112 ayat (4) UU Desa menyebutkan bahwa Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. Menurut pasal 128 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanahkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah atau disebut UU Pemda bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

UU Pemda mengatur bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urursan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan antara lain dengan pendampingan desa. Hal tersebut menunjukan bahwa betapa pentingnya Pendampingan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Menurut Pasal 2 huruf (b) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, pendampingan desa dalam menjalankan tugas pemerintahan di desa seharusnya bekerjasama dengan perangkat desa untuk meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif. 

Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa memberikan keistimewaan bagi masyarakat dengan adanya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perangkat desa. Meskipun sudah ada tentang peraturan perangkat desa, namun masih banyak kejanggalan dalam menjalankan pemerintah di desa seperti halnya pendampingan desa yang di rasa kurang efektif dalam menjalankan pendampingan desa.

Keberadaan pendamping desa berperan dalam membangun strategi dalam menuntaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial, tentunya sasaran adalah pembangunan fisik, dan sarana prasarana desa dengan tujuan membuka seluas-luasnya terhadap pembanguan desa. Keberadaan pendamping desa, dibentuk guna menyelenggarakan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa setempat. Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa bahwa pendamping desa adalah bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa,

Upaya yang dilakukan untuk mendukung kelancaran implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu dilakukan pendampingan desa dengan dibantu oleh pendamping profesional yang berpengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.

Pendampingan desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Pendampingan desa dilaksanakan agar pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan di desa dapat tercapai dengan cepat. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa perlu dilakukan untuk mendorong prioritas penggunaan dana desa.

Pendampingan desa bertujuan mempercepat pembangunan desa agar kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif juga perlu dibina agar kemajuan desa dapat tercapai. Adanya pendampingan desa diharapkan dapat tercipta pembangunan yang partisipatif dari pemerintah desa dan masyarakat. Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan yang berlandaskan pada potensi dan kemampuan desa. 

Melihat begitu besarnya peranan tenaga pendamping desa dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah desa serta pengelolaan dana desa, maka  proses penetapan sampai mekanisme kerja tenaga pendamping dilakukan secara professional dan akuntabel. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini diberi judul :  "Kewenangan Pendamping Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)".

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam  penyusunan skripsi ini adalah :

Bagaimanakah kewenangan pendamping desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 ?

Bagaimana pelaksanaan pendampingan desa di Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang  dalam bidang pembangunan infrastruktur desa ?

Bagaimana hambatan dan  solusi pendamping desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa di Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ?

Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah :

Untuk mengetahui kewenangan pendamping desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015.
Untuk  mengetahui pelaksanaan pendampingan desa di Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang  dalam bidang pembangunan infrastruktur desa.

Untuk  mengetahui hambatan dan  solusi pendamping desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa di Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam  penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
Secara teoritis memberikan sumbangan  pemikiran dalam   rangka  pengembangan  ilmu  hukum khususnya  tentang kewenangan pendamping desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. 
Secara praktis memberikan informasi kepada masyarakat tentang kewenangan pendamping desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Desa dan Pemerintahan Desa
Pengertian Desa 
Keberadaan desa telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat di Indonesia secara turun temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut dengan desa.

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah peduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah lainnya di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Menurut desa adalah kesatuan masyarakat hukum (rechtsgemeenschap) baik genealogis maupun territorial yang secara hirarkis pemerintahannya berada langsung di bawah kecamatan.
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa secara etimologi berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Desa atau udik dari perspektif geografis menurut definisi universal adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah Distrik, yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

HAW. Widjaja menyebutkan Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan.Untuk itu, kepala desa dengan bersetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dengan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Bertolak dari pengertian diatas, desa memiliki prinsip tersendiri, dikarenakan terdapat asal-usul yang menjadi pegangan didesa, selain itu masyarakat desa biasanya memiliki warna yang dekat dengan pemerintahan, dalam hal ini pemerintahan desa, karena lingkupnya kecil maka pembauran antara warga dan pemerintahan atau penyelenggara desa terjadi, maka sepatutnya semua permasalahan desa dihadapi dengan musyawarah dan gotong royong.

Pembentukan desa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (3) UU Desa, harus memenuhi syarat : 
Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.

Jumlah penduduk, yaitu:

Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;

Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;

Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;

Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;

Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;

Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;

Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;

Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan

Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.

Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah.

Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.

Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekononomi pendukung.

Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalan peraturan bupati/walikota.

Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik.

Tersedianya wilayah dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
Desa dapat diklompokkan berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan mengembangkan potensi yang dimilikinya, maka desa dapat diklasifikasikan menjadi: 
Desa swadaya

Desa swadaya merupakan suatau wilayah pedesaan yang hamper seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri. Ciri-ciri desa swadaya adalah daerahnya terisolir dari daerah lainnya, penduduknya jarang, mata pencaharian homogen yang bersifat agraris, bersifat tertutup, masyarakat memegang teguh adat, teknologi masih rendah, sarana dan prasarana sangat kurang, hubungan antar manusia sangat erat dan pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

Desa swakarya

Desa swakarya adalah desa yang sudah bisa memenuhi kebutuhan sendiri, kelebihan produksi sudah mulai dijual ke daerah lainnya. Ciri-ciri desa swakarya antara lain, adanya pengaruh dari luar sehingga mengakibatkan perubahan pola pikir, masyarakat sudah mulai terlepas dari adat, produktivitas mulai meningkat dan sarana dan prasarana sudah mulai membaik.

Desa swasembada

Desa swasembada adalah desa yang lebih maju dan mampu mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal dengan ciri-ciri, hubungan antar manusia bersifat rasional, teknologi dan pendidikan tinggi, produktivitas tinggi, terlepas dari adat, sarana prasarana lengkap dan modern. 

Pemerintahan Desa
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.
 Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan serta memelihara kesinambungan fiskal secara nasional.

Pemerintahan desa yang demokratis (partisipatif, akuntabel, transparan dan responsif) bisa semakin kokoh, legitimate, dan mampu bekerja secara efektif bila ditopang dengan kesejajaran, keseimbangan dan kepercayaan antar elemen governance di desa. Pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Dilihat dari segi fungsi, maka pemerintah desa memiliki fungsi; menyelenggarakan urusan rumah tangga desa, melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, melaksanakan pembinaan perekonomian desa, melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan, dan lain sebagainya.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa,  bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Perangkat desa sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan tersebut terdiri atas: sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. 

Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 

Menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa bahwa Kepala desa memiliki tugas dan fungsi-fungsi sebagai berikut: 
Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: 

Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. 

Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan. 

Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. 

Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. 

Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. 
Dilihat dari uraian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa di atas jelas tercantum bahwa Pemerintahan Desa dalah Kepala Desa. Segala bentuk urusan pemerintahan, yang berkaitan dengan desa akan menjadi tugas pokok dari Kepala Desa. Tercermin bahwa betapa besarnya kekuasaan yang diemban oleh kepala desa, maka kekuasaan itu haruslah dikondisikan dengan baik dan dikembangkan secara relevan berdasarkan azas-azas pengaturan desa.

Tinjauan Umum Pendamping Desa

Pengertian Pendamping Desa

Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa bahwa pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.

Pendampingan pada dasarnya merupakan upaya untuk mengajak serta dan membimbing masyarakat (individu atau kelompok) untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya, agar mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Program pendampingan ini membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) memiliki integritas dan kualitas, yang mampu berperan sebagai fasilitator komunikator dan dinamisator, serta berperan sebagai konsultan tempat bertanya bagi kelompok.

Berdasarkan hal di atas, pendampingan bisa diartikan sebagai kegiatan yang menggunakan bantuan dari pihak luar, baik perorangan maupun kelompok untuk menambahkan kesadaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan. Pendampingan diupayakan untuk menumbuhkan keberdayaan dan keswadayaan agar masyarakat yang didampingi dapat hidup secara mandiri. 

Pendampingan merupakan kegiatan untuk membantu individu maupun kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh, dan untuk anggota, serta mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas kelompok dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran sebagai manusia yang utuh, berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa, kegiatan pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. 

Edi Suharto menguraikan bahwa pendampingan merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.
  

Menurut Maria Eni Surasrih pendampingan adalah proses pembimbingan atau pemberian kesempatan kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang dilakukan oleh para pendamping atau fasilitator melalui serangkaian aktivitas yang memungkinkan komunitas tersebut memiliki kemampuan dan kepercayaan diri dalam menghadapi permasalahan di seputar kehidupannya.

Pasal 20 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa menyebutkan bahwa tujuan pendampingan desa meliputi: 
Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa;

Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;

Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor;

Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris. 
Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa  bahwa ruang lingkup pendampingan desa meliputi: 
Pendampingan masyarakat Desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat Desa; 

Pendampingan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APB Desa, dan cakupan kegiatan yang didampingi; dan 

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen. 
Pendampingan pada dasarnya merupakan upaya untuk mengajak serta dan membimbing masyarakat (individu atau kelompok) untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya, agar mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Program pendampingan ini membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) memiliki integritas dan kualitas, yang mampu berperan sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator, serta berperan sebagai konsultan tempat bertanya bagi kelompok.

Berdasarkan hal di atas, pendampingan bisa diartikan sebagai kegiatan yang menggunakan bantuan dari pihak luar, baik perorangan maupun kelompok untuk menambahkan kesadaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan. Pendampingan diupayakan untuk menumbuhkan keberdayaan dan keswadayaan agar masyarakat yang didampingi dapat hidup secara mandiri

Pendampingan merupakan kegiatan untuk membantu individu maupun kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh, dan untuk anggota, serta mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas kelompok dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran sebagai manusia yang utuh, berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Tugas dan Kewenangan Pendamping Desa
Seorang pendamping mempunyai peranan kunci dalam program pengembangan masyarakat. Tugas utama seorang pendamping adalah menggali, membangun dan mengembangkan kapasitas masyarakat agar mampu mengorganisasi dirinya kelompoknya, serta menentukan sendiri upaya-upaya yang diperlukan dalam memperbaiki kehidupan mereka. Pendamping bekerja bersama-sama dengan masyarakat untuk membangun kepercayaan diri mereka terhadap kemampuan dan potensi yang sebenarnya mereka miliki.

Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa  bahwa mesukseskan kegiatan pendampingan desa dalam membangun, maka pemerintah menyiapkan tenaga pendamping desa yang terdiri dari: 
Tenaga pendamping profesional; 

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Pihak ketiga. 
Pasal 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa baha tenaga pendamping profesional terdiri atas: 
Pendamping Desa; 

Pendamping Teknis; 

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat. 
Pasal 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa menyebutkan pendamping desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

Pasal 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa bahwa pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi Desa, meliputi: 
Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;

Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; 

Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; 

Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa; 

Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru; 

Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan 

Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 
Pasal 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa  menyebuktkan pendamping teknis bertugas mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral. 
Pendamping Teknis membantu Pemerintah Daerah dalam hal sinergitas perencanaan Pembangunan Desa. 

Pendamping Teknis mendampingi Pemerintah Daerah melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan Desa. 

Melakukan fasilitasi kerja sama Desa dan pihak ketiga terkait pembangunan Desa. 
Tugas utama tenaga ahli pemberdayaan masyarakat mencakup bantuan teknis keahlian bidang manajemen, kajian, keuangan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, kaderisasi, infrastruktur perdesaan, dan regulasi. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal teknis pemberdayaan masyarakat Desa, dapat dibantu oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat.
 

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat menurut Pasal 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa mempunyai tugas dan funsi sebagai berikut: 
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan fasilitasi perumusan kebijakan dan peraturan terkait pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Desa. 

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan asistensi, menyusun rancangan pelatihan dan fasilitasi pelatihan terhadap Pendamping Desa, Pendamping Teknis, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pihak ketiga.

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal melaksanakan pengendalian pendampingan dan evaluasi pendampingan Desa. 
Kompetensi pendamping Desa menurut Pasal 24 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain:

Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat; 

Memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat Desa; 

Mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat Desa; 

Mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat Desa dalam musyawarah Desa; dan/atau 

Memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Desa. 
Pasal 25 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa menyebutkan kompetensi pendamping teknis memenuhi unsur kualifikasi: 

Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; 

Memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan pengorganisasian masyarakat; 

Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan; dan/atau 

Mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya. 
Kompetensi Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain: 

Memiliki pengalaman dalam pengendalian dan manajemen program pemberdayaan masyarakat; 

Peningkatan kapasitas dan pelatihan pemberdayaan masyarakat; dan 

Analisis kebijakan pemberdayaan masyarakat. 
Tenaga pendamping profesional harus memiliki sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi. Sertifikasi kompetensi diterapkan secara bertahap.

Pendamping desa, pendamping teknis dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat diberikan pembekalan peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan. Pelatihan dilaksanakan sesuai kebutuhan. Pelatihan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pengangkatan dan Pemberhentian Pendamping Desa

Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa bahwa perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum) adalah sebagai berikut: 

Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; 

Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; 

Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. 

Persyaratan khusus yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya. Persyaratan khusus ditetapkan dalam peraturan daerah.

Pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri atas : 

Tenaga pendamping profesional (pendamping Desa berkedudukan di kecamatan, pendamping Teknis berkedudukan di Kabupaten, dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan di Pusat dan Provinsi). 
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Pengerajin, Kelompok Perempuan, Kelompok pemerhati dan Perlindungan Anak, Kelompok Masyarakat Miskin dan Kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa. 
Pihak ketiga (Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, Perusahaan).

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015, pendampingan masyarakat desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat desa. Pendamping Desa, bukan pengelola proyek pembangunan di desa. Kerja Pendampingan Desa difokuskan pada upaya memberdayakan masyarakat desa melalui proses belajar sosial. Dengan demikian, pendamping desa tidak dibebani dengan tugas-tugas pengelolaan administrasi keuangan dan pembangunan desa yang berdasarkan UU Desa sudah menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah desa.

Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa bahwa pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut: 
Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota; 

Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim; 

Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan; 

Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat; 

Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja; 

Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan; 

Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan 

Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa. 
Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. Perangkat Desa berhenti karena: 
Meninggal dunia; 

Permintaan sendiri; 

Diberhentikan. 
Perangkat Desa diberhentikan karena: 

Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; 

Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

Berhalangan tetap; 

Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; 

Melanggar larangan sebagai perangkat desa. 

Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan. Pemberhentian Perangkat Desa wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa. 

Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. Pemberhentian sementara Perangkat Desa karena: 

Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan; 

Ditetapkan sebagai terdakwa; 

Tertangkap tangan dan ditahan; 

Melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula. 
BAB III

METODE PENELITIAN

Sifat Penelitian

“Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memaparkan obyek yang diteliti, diselidiki dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan perundang-undangan”.

Jenis Penelitian 

“Jenis penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dan didukung dengan yurdis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat”.
 Penelitian empiris yaitu dengan melakukan wawancara dengan Kepala Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode yuridis sosiologis yaitu “mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”.

Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui kewenangan pendamping desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan di Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.  Selain data primer dipergunakan juga data sekunder yang terdiri dari  :
Bahan hukum primer, yaitu :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa
Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa
Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti: buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar.

Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesia, Inggris, serta kamus-kamus keilmuan seperti kamus istilah hukum.

Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara (interview) dengan nara sumber :

Kepala Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. 

Sekretaris Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Kepala Urusan (Kaur) Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Pendamping Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Masyarakat Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara :
Wawancara (interview). 

Data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan, dengan menggunakan pedoman wawancara guna mencari jawaban tentang kewenangan pendamping desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
Studi Kepustakaan. 
Data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan kewenangan pendamping desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
Analisis Data

Semua bahan yang diperoleh dari bahan pustaka serta data yang diperoleh dilapangan dianalisa secara kualitatif. Melalui metode deduktif, data sekunder yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka secara komparatif akan dijadikan pedoman dan dilihat pelaksanaannya dalam melihat kewenangan pendamping desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis dengan cara kualitatif, selanjutnya dilakukan proses pengolahan data, setelah selesai pengolahan data baru ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Pendamping Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015

Terbentuknya pendamping desa merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya dari perwujudan demokrasi ditingkat desa. Pendamping desa mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan kawasan pedesaan secara partisipatif serta peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga ditingkat menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa sendiri.

Ruang lingkup pendamping desa, meliputi pendampingan masyarakat desa dilaksanakan secara berjenjang, untuk memberdayakan dan memperkuat desa. Pendampingan masyarakat desa, sesuai dengan kebutuhan yang di dasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APBD desa, dan cakupan kegiatan yang didampingi. 

Penyelenggaraan pemerintah desa dan pendampingan desa dilaksanakan oleh pendamping desa, yang terdiri atas tenaga pendamping profesional yang meliputi (pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan, pendamping teknis yang berkedudukan di kabupaten dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang brekedudukan di pusat atau Provinsi), kader pemberdayaan masyarakat (Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Pengerajin, Kelompok Perempuan, Kelompok pemerhati dan Perlindungan Anak, Kelompok Masyarakat Miskin dan Kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa), dan pihak ketiga (Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, Perusahaan).

Program dana desa maupun pendamping desa merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan misi dari kebijakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dengan berpedoman pada Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pengelolaan dana desa merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa. Maka dalam hal ini pihak yang terkait dalam pengelolaan dana desa adalah perangkat desa dan masyarakat Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan  Kabupaten Deli Serdang. Selain itu guna mewujudkan tata kelola dana desa yang baik maka keterlibatan peran pendamping desa adalah yang menjadi perhatian utama.

Sejalan dengan Program Dana Desa, maka program Pendampingan Desa berupaya untuk mensukseskan Kebijakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah mengatur bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ditempuh melalui upaya pendampingan Kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa dan dalam Pasal 12 ayat (1) yang menyebutkan bahwa tugas pendamping desa adalah mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pendamping desa bergerak memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan berbekal keahlian diri sebagai pendamping profesional. Kreativitas dan kemampuan diri untuk melakukan pembacaan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang ada di setiap desa menjadi bekal utama dalam melakukan pendampingan bagi masyarakat desa.

Aturan dasar yang mengikat kerja pendampingan adalah peraturan hukum tentang desa. Ketaatan pendamping desa kepada produk hukum tentang desa yang ditetapkan Negara akan sangat menentukan kualitas pendampingan itu sendiri. Landasan hukum yang menjadi dasar tindak pendamping desa, dan wajib untuk dipahami dan dimengerti oleh para pendamping desa meliputi:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. 
Kewenangan pendamping desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan  Kabupaten Deli Serdang didasarkan pada:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa desa memiliki hak tradisional dan memiliki hak untuk mengatur masyarakat dalam mengembangkan desa lebih maju dan berpotensi menjadi desa yang maju dan memiliki kemerdekaan seperti yang dicantumkan UU tahun 1945. Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dan desa perlu di atur oleh pemerintah agar pembangunan desa teratur. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga menjelaskan tentang membentuk Pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan meningkatkan kesejahteraan umum meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa 

Permendagri ini berisi tentang perencanaan pembangunan desa yang disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 tahun dan rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 tahun. Terkait dengan penyusunan RPJMDes kepala desa menyelenggarakan penyusunan dengan mengikut sertakan unsur masyarakat desa. Dalam hal penyusunan RKPDesa, dan penyusun-an perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa.

Permendagri tersebut tertuang beberapa aturan terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang tahapannya meliputi: penetapan pelaksana kegiatan, penyusunan rencana kerja, sosialisasi kegiatan, pembekalan pelaksana kegiatan, penyiapan dokumen administrasi, pengadaan tenaga kerja, dan pengadaan bahan material. Terkait pemantauan pengawasan pembangun-nan desa, masyarakat desa memiliki hak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa 

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di dalamnya tercantum tentang tujuan pendampingan desa, ruang lingkup pendampingan desa, tugas pendamping desa, manajemen pendampingan desa dan pendanaan. Adapun yang menjadi ruang lingkup pendampingan desa meliputi: pendampingan masyarakat desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat desa. Pendampingan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai ABDesa, dan cakupan kegiatan yang didampingi; dan pemerintah, pemerintah daaerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan pemerintah desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa melalui pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan, termasuk dalam penyedian sumber daya manusia dan menajemen.

Pendamping desa bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Terkait pendanaan, sumber pendanaan terhadap pendampingan desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Salah satu desa yang memerlukan pendampingan secara khusus adalah desa artinya pendamping desa melakukan pengawasan dalam hal pelaksanaan anggaran alokasi dana desa. Pendampingan desa merupakan kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitas desa. 

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. 

Pendampingan desa sangat di perlukan untuk mengoptimalkan potensi desa yang ada. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 menegaskan bahwa pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa.

Salah satu desa yang memerlukan pendampingan secara khusus adalah desa artinya pendampin desa melakukan pengawasan dalam hal pelaksanaan anggaran alokasi dana desa. Pendampingan desa merupakan kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitas desa. 

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. 

Pendampingan desa sangat di perlukan untuk mengoptimalkan potensi desa yang ada. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 menegaskan bahwa pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya membutuhkan kesiapan pemangku kepentingan baik Pemerintah Desa, masyarakat dan pendamping desa agar berjalan secara efektif. Peningkatan kapasitas pendamping desa menjadi salah satunya aspek penting yang dapat membantu pencapai tujuan dan target pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara optimal. 

Kapasitas pendampingan desa yang dimaksud mencakup: 
Pengetahuan tentang kebijakan Undang-Undang Desa;

Keterampilan memfasilitasi pemerintah desa dalam mendorong tata kelola pemerintah desa yang baik; 

Keterampilan tugas-tugas teknis pemberdayaan masyarakat; 

Sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi pendamping dan tuntutan undang-undang desa. 

Meningkatkan kinerja pendampingan tercermin dari komitmen, tanggung jawab dan keterampilan untuk mewujudkan tatakelola desa yang mampu mendorong kemandirian pemerintah desa dan masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Pasal 128 huruf (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa pendampingan desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. Khusus untuk tenaga pendamping profesional terdiri atas:

Pendamping desa yang bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa, kerja sama desa, pengembangan BUMDes, serta mengenai dana alokasi desa dan pembangunan yang berskala lokal desa; 

Pendamping teknis yang bertugas mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; 

Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

Pendampingan desa untuk mencapai tujuan seperti apa yang telah dijelaskan di atas, dilakukan oleh pendamping desa. Pendamping desa dalam melakukan pendampingan terhadap aparatur desa maupun masyarakat desa, haruslah memperhatikan kondisi pada masing-masing desa, agar dalam melakukan pendampingan desa dapat menggunakan strategi yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing desa. Sehingga keharusan yang telah dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dapat diwujudkan yaitu sebagai desa yang kuat, dan mandiri.

Strategi ini juga dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pelaksanaan Undang-Undang Desa perlu dijabarkan lebih luas dalam Peraturan Pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Permendagri, Perda, Perdes dan kebijakan pendukung lainnya. Sementara ada beberapa Peraturan Pelaksanaa dan kebijakan pendukung yang mengatur tentang desa yang tidak selaras atau bertentangan perlu dilakukan upaya review atau penyelarasan yang disesuaikan atau mendukung penjabaran teknis pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Arifin, Kepala Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan  Kabupaten Deli Serdang bahwa melalui adanya pendamping desa dari Kecamatan maka dapat membantu dalam kemajuan pembanguanan dan pemberdayaan masyarakat desa hal ini dikarnakan oleh adanya masukan dan saran dari pendamping desa mengenai keefektifan perencanaan pembangunanan desa serta pemantauan masyarakat desa itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kewenangan pendamping desa yaitu memberikan masukan dan saran dalam perencanaan, pembangunan, serta pemantauan di Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan  Kabupaten Deli Serdang yang direalisasikan melalui program-program kerja yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) bersama-sama dengan Kepala Desa dan Aparatur Desa di Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan  Kabupaten Deli Serdang melaksanakan kegiatan pembangunan serta pengawasan oleh pendamping desa itu sendiri.

Pelaksanaan kewenangan Pendamping Desa di Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan  Kabupaten Deli Serdang sudah terselenggara dengan baik, berbagai program kerja seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) serta berbagai kewenagan pemantauan pembangunan dan pengembangan masyarakat desa sudah berjalan namun pada faktanya untuk mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera perlu optimalisasi kinerja pendamping desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang mana dalam hal ini pencapaian tujuan pendamping desa belum maksimal dikarnakan berbagai faktor pengahambat yang muncul baik dari pendamping desa itu sendri maupun dari kepala desa atau perangkat desa di Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan  Kabupaten Deli Serdang. 

Pelaksanaan Pendampingan Desa Di Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang  Dalam Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa

Pentingnya sebuah pengelolaan terhadap sumber anggaran dana desa sebagai instrumen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, maka pengelolaan dana desa dari pihak internal desa saja tidaklah cukup, sehingga perlu adanya peran dari struktur eksternal desa yaitu melalui upaya pendamping desa. 

Tujuan pendampingan adalah diharapkan terjadinya transfer kendali kepada masyarakat agar mampu memecahkan masalah masalah kemiskinan yang dihadapi secara mandiri dan berkesinambungan. Menurut  Abdur Razak Pendamping  Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ada beberapa upaya yang perlu dilakukan pendamping desa yaitu membangkitkan “keyakinan atau kekuatan di alam bawah sadar yang selama ini terpendam untuk diangkat kepermukaan sehingga menjadi energi yang potensional dari masyarakat desa dan melakukan program pemberdayaan masyarakat dengan pemberian bantuan teknis, bantuan menejerial dan pelatihan.

Penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa pada pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2015, dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan.

Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Proritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Pasal 22 dinyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Kepala Desa bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan Desa, termasuk di dalamnya adalah yang bersumber dari dana desa. 

Menurut Muhammad Arifin, Kepala Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Keuangan Desa termasuk di dalamnya Dana Desa dikelola oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (TPTPKD), yaitu perangkat Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Bendahara Desa, yang masing-masing memiliki kewenangan, tugas dan tanggungjawab yang berbeda. Hal ini dilakukan guna menjamin pengendalian keuangan Desa tidak berada dalam “satu tangan”, tetapi berada dalam satu tim, dengan sistem kelola yang diharapkan dapat menjamin dari terjadinya penyimpangan. 

Pendamping Desa memiliki kedudukan pada pemerintahan khususnya pada pemerintahan desa. kedudukan tersebut ada akibat pelimpahan kewenangan (dekonsentrasi) dari kementrian sehingga mengharuskan seorang pendamping desa untuk menjalankan peran sesuai dengan yang termaktub pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa yang menyebutkan bahwa tugas pendamping desa adalah mendampingi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan.

Pendamping desa dalam tahap perencanaan memiliki kontribusi penting dalam mengarahkan agar penyusunan rencana kegiatan agar sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan, pada tahap ini peran dari pendamping desa dituntut agar dapat memfasilitasi kegiatan yang bersumber dari dana desa meliputi Pembangunan yang lebih ditekankan kepada pengadaan infrastruktur atau sarana prasarana desa serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 

Pendamping desa pada aspek pemberdayaan masyarakat  lebih ditekankan untuk memfasilitasi pembinaan masyarakat terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sosial, budaya, kesehatan dan pendidikan di desa. 
Mendalami peran dari pendamping desa maka akan dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1

Pembagian Tugas PDP, PDTI, dan PLD

	Pendamping Desa 

	Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) 
	Pendamping Desa Teknik Infrastruktur(PDTI) 
	Pendamping Lokal Desa (PLD) 


	Lebih berfokus pada fasilitasi prioritas pembangunan non fisik/ pemberdayaan masyarakat Desa baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan yang bersumber dari Dana Desa. berkedudukan di kecamatan dan membawahi PLD 


	Lebih berfokus pada fasilitasi prioritas pembangunan fisik/ Infrastruktuktur Desa mulai dari Tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan yang bersumber dari Dana Desa. Yang berkedudukan di kecamatan dan membawahi PLD 


	Memfasilitasi Desa dalam aspek pembangunan fisik maupun non-fisik sesuai dengan tetap berkoordinasi dengan PDP dan PDTI. PLD berkedudukan didesa dan terus memberikan laporan tentang desa sesuai dengan hirarki pendampiungan desa 


Sumber: Kantor Kepala Sambirejo Timur Tahun 2025.
Sesuai dengan data yang disajikan diatas, Pendamping Desa terbagi berdasarkan penanggung jawab wilayah masing-masing yaitu Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) dan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI), selanjutnya adalah Pendamping Lokal Desa (PLD). Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) bertugas membantu administrasi Kecamatan dari proses perencanaan hingga pemantauan dana desa dalam pembangunan non fisik desa yang diarahkan untuk mengembangkan potensi masyarakat, ekonomi, pendidikan, budaya, lingkungan atau pariwisata yang ada di desa melalui kegiatan pelatihan-pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. 

Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) bertugas membantu administrasi kecamatan dari proses perencanaan hingga pemantauan Dana Desa dalam pembangunan fisik/ Infrastruktur desa seperti pembangunan jalan, jembatan, drainase, penerangan jalan dan lain sebagainya. 

Pendamping desa haruslah dapat mengetahui tahap tahap pendampingan untuk mendampingi masyarakat desa di Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Muhammad Arifin mengatakan saat ini pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang sedang dilakukan di desa yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang hal ini mengacu kepada undang-undang desa yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Muhammad Arifin mengatakan fungsi pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat hanya sebagai pembimbing lembaga lembaga di desa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. 

Pendamping Lokal Desa (PLD) bertugas membantu dalam hal administrasi desa dari proses perencanaan hingga proses pemantauan Dana Desa baik dalam pembangunan fisik maupun non-fisik sesuai dengan arahan dari Pendamping Desa Kecamatan (PDP dan PDTI) dan memberikan laporan secara berkala mengenai desa. 
 

Gambaran Standar Operasional Prosedur (SOP) dari satuan kerja pendamping desa. Selebihnya akan digunakan peneliti sebagai tolak ukur dalam menganalisis peran pendamping desa khususnya keterlibatan di dalam pengelolaan dana desa yang terletak pada Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. 

Peran  pendamping dana desa dalam pengelolaan anggaran dana desa di Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang meliputi:

Peran pendamping desa dalam perencanaan

Perencanaan merupakan sebuah proyeksi terhadap kegiatan apa saja yang akan dilakukan kedepannya. Proyeksi yang dibuat harus melalui pertimbangan yang matang berdasarkan kebutuhan yang ada. Penganggaran dana desa harus melalui tahap perencanaan terlebih dahulu agar anggaran dapat terserap dengan baik yang sejalan dengan yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia
Perencanaan merupakan perencanaan keuangan yaitu kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) yang menjadi dasar untuk menyusun APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa. 
Perencanaan sangat memegang peranan penting dalam fungsi manajemen karena perencanaan yang baik akan menjamin terlaksananya kegiatan selanjutnya dalam suatu organisasi. Pentingnya perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat dipahami oleh Pemerintah Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Bagi Pemerintah Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, perencanaan menjadi dasar dalam menjalankan kegiatan ataupun program di wilayah desa tersebut guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Di lingkup desa, sebelum menjalankan program atau kegiatan, terlebih dahulu diadakan suatu musyawarah untuk membahas rencana penggunaan keuangan desa antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang disebut dengan Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). 

Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dalam membahas rencana penggunaan keuangan desa dilakukan melalui Musrenbangdes. Bahkan, tidak ada musyawarah lain selain musrenbangdes untuk membahas rencana penggunaan keuangan desa. Sebelum diadakan musrenbangdes, di Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ada tahapan atau prosedur dimana diadakan musyawarah terlebih dahulu di tingkat dusun atau dukuh yang dipimpin oleh kepala dusun atau dukuh masing-masing guna membahas kebutuhan yang iperlukan dan diinginkan masyarakat serta menentukan kesepakatan mengenai titik-titik mana yang menjadi prioritas dalam pembangunan sebelum diajukan dalam musrenbangdes sehingga, pada saat dilaksanankannya musrenbangdes desa tinggal menetapkan, sebab sebelumnya sudah dikerucutkan terlebih dahulu di tingkat sebelumnya. 

Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tidak semua unsur masyarakat terlibat dalam musrenbangdes. Hal ini dikarenakan, unsur masyarakat yang lain sudah hadir dalam musyawarah pada tingkat bawah. Selain itu, RT dan RW tidak semuanya hadir dalam musrenbangdes, hanya sebagian saja yang hadir. Sebab, apabila RT dan RW hadir semua maka gedung pertemuan Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tidak akan muat menampung pihak-pihak yang hadir dalam musrenbangdes tersebut. Mengingat jumlah RT dan RW di Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang terlalu banyak yaitu sebesar 38 (tiga puluh delapan) RW dan 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) RT, maka RT dan RW yang hadir hanya sebagian. 

Kehadiran RT dan RW tersebut hanya untuk memastikan, apakah usulan yang disampaikan pada musyawarah tingkat dusun disampaikan atau tidak. Sebab, sebelumnya usulan RT dan RW telah disampaikan pada musyawarah tingkat dusun. Sehingga pada saat musrenbangdes, yang menyampaikan usulan tersebut adalah kepala dusun selaku perwakilan RT dan RW bukan lagi RT dan RW itu sendiri. 
Kebijakan kepala desa terkait hal itu sangatlah baik dan bagus dan dengan sebagian RT dan RW yang hadir, maka kemungkinan terjadi keributan terkait penyampain usulan program dapat diminimalisir. Apabila semua RT dan RW hadir, maka keributan terkait penyampaian usulan pasti terjadi. Selain itu, adanya musyawarah di tingkat dusun atau dukuh menjadikan musrenbangdes berjalan dengan baik. Dikatakan berjalan dengan baik karena usulan program masing-masing RT dan RW sudah ditetapkan skala prioritasnya. Sehingga pada saat musrenbangdes dilaksanakan, tinggal menyampaikannya saja, dimana nantinya tidak menjadikan musrenbangdes berjalan lama dan berlarut-larut.

Berbeda dengan RT dan RW yang sebagian hadir pada saat musrenbangdes, maka untuk BPD diwajibkan hadir semua. Kewajiban hadir BPD dalam musrenbangdes memang diperlukan, dimana BPD selaku mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan harus tahu apa yang menjadi rencana penggunaan dana sekaligus pembangunan di desa. Selain itu, BPD juga memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. 

Setelah usulan masyarakat disampaikan dalam musrenbangdes, maka tahap selanjutnya menetapkan RKPDes hingga APBDes. Penetapan RKPDes dan APBDes menjadi penting, sebab apabila keduanya belum ditetapkan maka program atau kegiatan yang diusulkan masyarakat tidak bisa dijalankan. Dalam penetapan RKPDes hingga APBDes, sekretaris desa memegang peranan penting, sebab selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Sekretaris desalah yang menyusun RKPDes (Rencana Kegiatan Pemerintah Desa), Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, hingga menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Penyusunan RKPDes, dalam pelaksanaannya sekretaris desa dibantu oleh tim. Sebagaimana mengacu pada Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, tim penyusun RKPDes pada Pemerintah Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang terdiri dari unsur pemerintah desa, LKMD, tokoh masyarakat serta PKK yang terdiri dari 11 orang serta mengikutsertakan perempuan didalamnya. 

Tim penyusun tersebut juga ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan pembentukan tim tersebut dilaksanakan pada bulan Januari tahun berjalan, yang artinya pembentukan tim tersebut tidak mengalami keterlambatan. Tim penyusun inilah yang nantinya akan bertanggungjawab untuk menyelesaikan RKPDes. Penetapan RKPDes menjadi suatu hal yang penting sebab RKPDes menjadi dasar atau pedoman penyusunan APBDes. Apa yang tertuang dalam APBDes harus sesuai dengan RKPDes yang telah ditetapkan tersebut.

Peran pendamping dana desa dalam pengelolaan anggaran dana desa di Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang termaktub pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa yang menyebutkan bahwa tugas pendamping desa adalah mendampingi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan.

Perencanaan dalam tahap ini pendamping desa memiliki kontribusi penting dalam mengarahkan agar penyusunan rencana kegiatan agar sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat yang dituangkan dalam pemabahasan RPJMDES dan RKPDES yang dibahas dalam musyawarah desa (Musrembangdes) pendamping ikut terlibat proses perencanaan dalam pengelolaan anggaran yang kemudian di tuangkan dalam RPJMDES dan RKPDES yang programnya ditujukan pada bidang pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang anggarannya di ambil melalui anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). 

Proses perencanaan sudah dilaksanakan oleh pendamping sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa namun belum maksimal di sebabakan penggunaan anggaran masih belum merata sehingga dalam proses pelaksanaannya masih banyak kendala yang di hadapi oleh pemerintah desa sehingga penggunaan anggaran belum tepat sasaran yang kemudian diarahkan sesuai perioritas penggunaan.

Mengacu pada konsep yang dipaparkan tersebut maka apabila dikaitkan dengan perencanaan pada anggaran dana desa maka terdapat beberapa tahapan di dalamnya. Adapun tahapan-tahapan dari perencanaan dana desa meliputi: 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang didalamnya berisi Visi dan Misi dari Kepala Desa yang dibahas dalam forum Musayawarah Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) diaplikasikan selama enam tahun selama masa jabatan Kepala Desa. 

Pemerintah Desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes. RKPDes dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang kemudian ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes). 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang mengacu pada RKPDes, kemudian ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PerDes APBDes), yang didalamnya terdapat besaran anggaran desa yang bersumber dari Dana Desa (DD). 

Menampung dan mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat maka dilakukan kegiatan pada forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Selain itu dengan adanya forum musrenbang akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan anggaran dana desa. 

Ketiga proses perencanaan tersebut di atas berisikan usulan kegiatan dari masyarakat terutama kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Mengacu dari tahapan tersebut maka nantinya akan dipergunakan peneliti untuk mengabstraksikan permasalahan dan temuan di lapangan khususnya dalam proses perencanaan yang terjadi pada Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Selain itu juga akan dipergunakan sebagai acuan dalam mengkomparasikan peran pendamping desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. 

Peran pendamping desa dalam pelaksanaan

Pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya. Mengacu pada konsep yang dijelaskan maka pelaksanaan harus sejalan dengan perencanaan dana desa yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pelaksanaan dilakukan setelah ditetapkan suatu rencana. Pelaksanaan akan menentukan berjalan tidaknya suatu rencana. Sebelum rencana yang telah ditetapkan dilaksanakan, maka harus dilakukan penetapan Raperdes tentang APBDes. Penetapan Raperdes tentang APBDes menjadi penting. Hal ini dikarenakan, apabila belum dilakukan penetapan terhadap Raperdes tentang APBDes menjadi Perdes, maka segala pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan.

Bendahara desa dalam pelaksanaan program atau kegiatan, memegang peranan penting. Hal ini dikarenakan bendahara desalah yang melakukan pencairan dana guna melaksanakan kegiatan atau program bersama dengan kepala desa. Tidak ada yang melakukan pencairan selain kepala desa dan bendahara desa. Hal ini sudah sesuai dengan peraturannya, dimana kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan desa dibantu oleh perangkat desa, dalam hal ini bendahara desa yang memang memiliki tugas demikian. 

Melaksanakan pencairan dana tersebut disesuaikan dengan permohonan dari TPK (Tim Pengelola Kegiatan) masing-masing. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah tim yang ditetapkan oleh kepala desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

Berkaitan dengan penggunaan keuangan, khusus untuk dana desa, pada Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dana desa tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Pemberdayaan masyarakat yang merupakan salah satu prioritas penggunaan dana desa dibiayai oleh dana lain selain dana desa. Pemerintah Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang  dalam menggunakan dana desa tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. 
Adanya dana desa, tentu membantu Pemerintah Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan program maupun kegiatan di desa tersebut. Mengingat sebelum adanya undang-undang tentang Desa segala pembiayaan pembangunan desa hamper semuanya menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang jumlahnya terbatas. Sehingga segala kebutuhan masyarakat hanya sedikit yang terpenuhi. Adanya pemilahan dana ini tentu pembangunan lebih merata dan segala kebutuhan masyarakat desa lebih cepat terpenuhi.

Kepala Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dalam rangka menggunakan dana desa,  memberikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati dimana dalam penyampainnya melalui camat. 

Laporan ini sesuai aturannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37 ayat 1, Pasal 38 ayat 1 dan Pasal 41 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota dan laporan tersebut disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat.

Melaksanakan pengelolaan keuangan desa, terutama dana desa yang dengan dikeluarkannya Undang-Undang Desa mengharuskan pelaporan APBDes menggunakan suatu aplikasi. Pemerintah Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dalam melakukan pelaporan ini, dibantu oleh pendamping desa karena Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang masih belum mencukupi dan dengan adanya pendamping, maka pelaksanaan pelaporan sudah berjalan dengan baik.

Bendahara desa juga wajib mempertanggungjawabkan setiap penerimaan dan pengeluaran uang kepada kepala desa melalui laporan pertanggungjawaban. Bendahara desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada kepala desa pada tanggal 30 setiap bulannya atau akhir bulan. Penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh bendahara desa ini tidak melebihi batas keterlambatan, sebab disebutkan dalam Pasal 35 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaran dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APBDesa dimaksudlah kemudian disusun rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Pelaksanaan alokasi dana yang kemudian di tuangkan dalam RPJMDES dan RKPDES Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan penggunaan angaran pada bidang infrastruktur desa yang sumber anggarannya diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pembangunan fisik berupa: pembuatan jembatan, pagar. Segi Pendidikan: Paud, TK.

 Pelaksanaan dana desa dalam hal ini harus digunakan atau dialokasikan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat desa. Seperti yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 dalam Pasal 3 yang menjelaskan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga dalam konteks ini pengalokasian dana desa secara prioritas merupakan indikator utama dalam mewujudkan keberhasilan pengelolaan dana desa. Anggaran apabila mampu diprioritaskan sesuai ketentuan maka hasil yang dirasakan oleh masyarakat desa akan maksimal pula.

Pelaksanaan dana desa dalam hal ini harus digunakan atau dialokasikan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat desa. Seperti yang termaktub di dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

Pengalokasian dana desa secara prioritas merupakan indikator utama dalam mewujudkan keberhasilan pengelolaan dana desa. Karena bagaimanabpun sebuah anggaran apabila mampu diprioritaskan sesuai ketentuan maka hasil yang dirasakan oleh masyarakat desa akan maksimal pula. 

Penjelasan secara rinci tentang konsep pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa adalah sebagai berikut:

Pembangunan Desa 
Pembangunan Desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (5)  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 
Prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 adalah pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

Pemenuhan kebutuhan dasar;

Pembangunan sarana dan prasarana Desa;

Pengembangan potensi ekonomi lokal; 

Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan konsep pembangunan desa yang telah dipaparkan di atas maka dapat digunakan sebagai bahan analisis dalam mengkaji permasalahan tentang pengelolaan dana desa pada Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
Sejalan dengan yang terkandung dalam pengertian konsep tersebut, maka yang menjadi sasaran pemberdayaan adalah masyarakat Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan aktor yang memberdayakan masyarakat diantaranya adalah Perangkat Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang serta pendamping desa pada Kecamatan Percut Sei Tuan.

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup: 
Peningkatan kualitas proses perencanaan Desa; 

Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya; 

Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; 

Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa; 

Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; 

Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; 

Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat. 

Berdasarkan hal tersebut di atas maka poin-poin di atas digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan dana desa khususnya pada aspek pemberdayaan masyarakat. 

Peran pendamping desa dalam pemantauan/pengawasan

Pengawasan adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan penentuan atau evaluasi mengenai apa yang telah dicapai, sampai seberapa jauh pelaksanaan sesuai dengan rencana dan kebijaksanaan pimpinan. 

Pengawasan dibutuhkan untuk menilai keberhasilan suatu proses kebijakan, apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau menyimpang dari rencana sehingga tanpa adanya pengawasan, fungsi- fungsi manajemen terdahulu tidak akan efektif. Berkaitan dengan pengawasan pengelolaan keuangan desa terutama dana desa maupun pelaksanaan program atau kegiatan, pada Pemerintah Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang selalu diawasi oleh lembaga-lembaga yang berwenang. 

Pemantauan atau pengawasan yang di lakukakan pendamping di Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang adalah kegiatan yang sangat penting dalam proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, karena dengan adanya pemantauan, maka akan diketahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi untuk memastikan program berjalan sesuai keputusan musyawarah maka perlu ada pemantauan dari pendamping agar penggunaan anggaran dalam bidang infrastruktur dan bidang pemberdayaan

Pengawasan dana desa dilakukan dalam dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa yang wajib berakuntabilitas adalah desa sebagai sebuah entitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk keuangan desa. Untuk skala lokal Desa, Undang-Undang Desa menegaskan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, termasuk di dalamnya adalah aliran penggunaan Dana Desa.

Musyawarah Desa yang diselenggarakan BPD menjadi forum resmi untuk melakukan pengawasan berbasis kepentingan Desa.

Tabel 2

Prosedur Pengawasan Dana Desa
	Pra Penyaluran 
	Penyaluran dan Penggunaan
	Pasca Penyaluran


	Kesiapan perangkat desa dan regulasi dalam menerima Dana Desa. 

Kesesuaian perhitungan Dana Desa 

Kesesuaian proses penyusunan perencanaan Dana Desa. 


	Aspek Keuangan Dalam Penggunaan Dana Desa. 

Aspek Pengadaan Barang/Jasa dalam Penggunaan Dana Desa

Aspek Kehandalan SPI 


	Penatausahaan , Pelaporan dan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Desa 

Penilaian Manfaat (outcome) Dana Desa bagi Kesejahteraan Masyarakat 




Sumber: Kantor Kepala Sambirejo Timur Tahun 2025.

Prosedur pengawasan dana desa terbagi menjadi 3 (tiga) tahap yakni: 
Tahap pra penyaluran
Tahap pra penyaluran terdapat 4 (empat) aspek penting yakni: 
Kesiapan perangkat desa dan regulasi dalam menerima Dana Desa 

Perangkat Pengelolaan Dana Desa 

Regulasi dan dokumen terkait Dana Desa. 

Kesesuaian perhitungan Dana Desa. 

Kesesuaian proses penyusunan perencanaan Dana Desa. 

Tahap penyaluran dan penggunaan. 
Tahap penyaluran dan penggunaan terdapat juga 3 (tiga) aspek penting yakni: 
Aspek keuangan dalam penggunaan dana desa. 

Ketepatan waktu penyaluran dana desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa. 

Kesesuaian pemanfaatan dana desa dengan ketentuan perundang-undangan. 

Tahap pasca penyaluran. 
Tahap pasca penyaluran terdapat pula 2 aspek penting yakni: 
Penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan dana desa. 

Penilaian manfaat (outcome) dana desa bagi kesejahteraan masyarakat. 

Secara umum masyarakat juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap penggunaan dana desa, antara lain melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara membandingkan dengan isi Peraturan Desa yang telah diterbitkan. 

Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa. Badan Permuyawaratan Desa harus menjamin hak masyarakat dalam |mengakses informasi pengggunaan dana desa, terutama penggunaan dana desa untuk kegiatan pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar di Desa. Badan Permusyawaratan Desa jika perlu menyelenggarakan Musdes berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2015 dengan melibatkan perwakilan kelompok masyarakat tersebut untuk melakukan pengawasan strategis.

Berdasarkan keterangan Muhammad Arifin, bahwa dalam pengelolaan keuangan di Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang diawasi oleh pendamping desa, kecamatan, Bapermas (Badan Pemberdayaan Masyarakat) maupun pihak yang berwenang daerah, serta BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Pemerintah daerah kabupaten/kota memang berwenang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa.
 

Pasal 115 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Selanjutnya, pengawasan yang dilakukan oleh pendamping desa. Pendamping desa pada hakikatnya sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pendamping desa dalam hal ini merupakan salah satu bentuk implikasi atas berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebab sebelumnya tidak terdapat pendamping desa.

Pendamping desa melaksanakan tugas mendampingi Desa tidak ikut mengelola keuangan desa, namun hanya membantu merencanakan penggunaan keuangan desa dan mengawasi apakah keuangan desa dipergunakan sebagai mana mestinya. Selain itu, pendamping desa juga memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan baik dan bersih, sebab dengan dilakukannya peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Adanya pengawasan ini dan mengingat adanya sumber penerimaan desa yang baru yaitu dana desa, yang kemudian menjadikan sumber penerimaan bertambah, maka Pemerintah Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang menyikapinya dengan menggunakan anggaran itu dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini mengingat yang diawasi oleh lembaga-lembaga pengawas tersebut berkaitan dengan penggunaan dana dan pelaksanaan dana tersebut.

Pengawasan kegiatan atau program terutama program pembangunan, dilakukan oleh Pemerintah Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat. Selain mengawasi jalannya program atau kegiatan yang ada di desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) juga mengawasi jalannya pemerintahan. Hal ini mengingat dengan adanya Undang-Undang Desa BPD memiliki fungsi tambahan, yakni melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Sebelum adanya Undang-Undang Desa ini BPD hanya memiliki fungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

BPD tidak hanya sebagai lembaga pemberi stempel tapi BPD juga bisa melakukan peneguran atas kinerja pemerintah desa khusunya kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan pembangunan, BPD melakukannya dengan melihat apakah sesuai atau tidak dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) serta melihat langsung dilapangan.

Pendamping desa yang bertujuan untuk menciptakan desa yang mandiri harus mampu mengkawal setiap pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertangungjawaban, pendamping desa harus mampu menjadi panutan pemerintahan desa yang belum mampu mengelolah keuangan desa dengan baik hal ini di dukung dengan ikutnya pendamping desa dalam proses pengelolahan keuangan desa. 

Muhammad Arifin selaku pendamping desa mengatakan bahwa sejauh ini di  Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang pengelolaan keuangan desanya sudah baik tetapi masih belum adanya transparansi kepada masyarakat desa sehingga masyarakat tidak mengetahui keuangan desa oleh karena itu Muhammad Arifin ingin membuat pengelolaan keuangan desa tersebut harus diketahui oleh masyarakat desa dan masyarakat desa dengan membuat setiap perincihan kegiatan pengelolaan keuangan desa di tempel di dinding balai desa dengan tujuan agar masyarakat desa tau mengenai keuangan desa tersebut.
 
Muhammad Arifin, Kepala Desa/Penghulu Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, juga sangat mengarapkan peran dan keterlibatan masyarakat Desa dalam pengelolaan keuangan desa karena pada dasarnya desa adalah organisasi milik masyarakat. Tata kelola Desa secara tegas juga menyaratkan hal itu, hal ini terlihat dari fungsi pokok musyawarah desa sebagai forum pembahasan tertinggi di desa yang membahas mengenai hal hal strategis bagi keberadaan dan kepentingan desa. 

Peran dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting karena menumbuhkan rasa tangung jawab masyarakat atas segala hal yang telah diputuskan dan dilaksanakan, menumbuhkan rasa memiliki sehingga masyarakat sadar dan sanggup untuk memelihara dan mengembagkan hasil hasil pembangunan dan memberikan legitimasi atas segala yang telah diputuskan.

Hambatan Dan  Solusi Pendamping Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Pendamping desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa di  Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sudah cukup membantu dalam mensejahterakan masyarakat desa dalam bidang pengelolaan dana desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa memberikan keistimewaan bagi masyarakat dengan adanya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perangkat desa. Meskipun sudah ada tentang peraturan perangkat desa, namun masih banyak kejanggalan dalam menjalankan pemerintah di desa seperti halnya pendampingan desa yang kurang efektif dalam menjalankan pendampingan desa.

Aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang telah mampu digali dan ditampung oleh pendamping desa tidak akan mampu disalurkan jika tidak terdapat kerjasama antara pendamping desa dan pemerintah desa yang harmonis, dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang kemudian akan berimbas kepada pembangunan itu sendiri seperti halnya di  Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Keberadaan pendamping desa, harus bergerak cepat dalam membangun strategi dalam menuntaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial, tentunya sasaran adalah pembangunan fisik, dan sarana prasarana desa dengan tujuan membuka seluas-luasnya terhadap pembanguan desa. Keberadaan pendamping desa, dibentuk guna menyelenggarakan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa setempat.

Peran pendamping dana desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di  Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang pada umumnya belum optimal dilaksanakan dilihat dari beberapa dimensi yaitu: 

Tugas pendamping desa dalam perencanaan, dalam setiap pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD). 

Peran pendamping desa masih belum sebagaimana yang diharapkan khususnya oleh Kementerian Desa, karena tugas-tugas pendamping sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa belum terlaksana dengan baik, dari beberapa tugas yang ada, hanya satu yang terlaksana yaitu pendampingan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan, itu pun pendampingan saat perencanaan tidak mereka laksanakan dengan baik. Peran pendamping sejauh ini hanya sebatas memberikan arahan-arahan saja. 

Tugas pendamping dalam pelaksanaan pada setiap pembahasan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) dan realisasinya Pendamping desa hanya tinggal melihat hasil, tanpa mendampingi desa dari mulai perencanaan itu sendiri karena pendamping desa sudah memberi arahan-arahan sebelumnya, selebihnya pemerintah desa. 

Tugas pendamping desa dalam memantau realisasi program pembangunan desa yang dituangkan RPJMDES serta RKPDES agar dana yang di gunakan tepat sararan dan penyelesaian tepat waktu peran dari segi ini belum maksimal. Disebabkan Domisili atau tempat tinggal mereka yang berada cukup jauh dari lokasi pendampingan. Dikarena rumah yang jauh butuh adanya pengorbanan yang lebih baik dari segi fisik maupun materi. 

Peran pendamping dana desa dalam pengelolaan anggaran dana desa hal penting untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di  Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan untuk menghindari atau mencegah adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran dana desa. Peran pendamping tersebut harus dapat dilaksanakan dengan efektif dan konsisiten dalam mengawal pengelolaan dalam penggunaan anggaran dana desa oleh pendamping yang ada di  Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
 

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur hanya bisa terwujud dengan baik apabila para petugas pendamping memiliki kemampuan dan komitmen untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini penting karena dari kenyataan yang ada banyak menunjukkan peran pendamping dalam menjalankan tugasnya belum maksimal. disebabkan para petugas masih kuarang punya kemampuan dalam pemberdayaan yang memadai dan kurang memiliki komitmen yang tinggi di dalam melaksanakan tugasnya secara maksimal.

Kondisi di atas masih nampak di  Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sehingga pendamping yang ada belum secara maksimal menjalankan tugasnya dalam melakukan kegiatan pelaksanaan dan pemantauan terhadap penggunaan anggaran dana desa belum tepat sasaran dan tepat waktu di  Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang disebabkan kemampuan pendamping masih minim sehinggga masih terdapat kendala dalam pengelolaan anggaran. Masih kurangnya kuota tenaga pendamping dalam hal ini tenaga teknik infrstruktur sehingga dalam proses pemantauan masih terdapat masalah dalam penyelesaian program dalam pengelolaan anggaran. 

Berkaitan dengan pengelolan keuangan desa terutama dana desa di  Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dalam proses perencanaan penggunaan dana terdapat kendala. Kendala tersebut biasanya terjadi rebutan dari masing-masing wilayah perdukuhan. Masing-masing wilayah minta didahulukan dan mengusulkan banyak kegiatan atau program. Pemerintah  Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang menyikapi hal tersebut dengan melihat skala prioritasnya. 

Seperti halnya perencanaan, dalam pelaksanaannya pun terdapat kendala. Kendala dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan terdapat pada pembuatan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang masih melibatkan pihak berkompeten. Pembuatan RAB menjadi penting, sebab pelaksana kegiatan dalam mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya). Rencana Anggaran Biaya ini memperlihatkan penggunaan dana untu apa saja, sehingga setiap uang yang keluar jelas peruntukannya. 

Penyusunan RAB memang membutuhkan pihak yang profesional atau mengetahui tentang harga, kualitas maupun kuantitas barang/jasa dalam pelaksanaan kegiatan terutama pembangunan sehingga, dalam penyusunan RAB ini masih membutuhkan bantuan dari pihak-pihak yang berkompeten. 

Proses pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan, tidak ada kendala baik dari pemerintah desa maupun BPD. Berbeda dengan pengawasan pelaksanaan pembangunan, dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa terutama dana desa terdapat kendala, dimana masyarakat kurang terlibat didalamnya. Hal ini disebabkan informasi mengenai keuangan desa belum disajikan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat desa, sehingga masyarakat akan kesulitan untuk memantau penggunaan keuangan desa secara keseluruhan. 

Pemerintah Desa dalam menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa adalah berkonsultasi pada tenaga pendamping alokasi dana desa. Upaya pendamping desa dalam mengatasi kendala terhadap pengelolaan dana desa adalah: 

Diterapkannya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan di tingkat desa dengan menggunakan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SIMKUDA) yang bekerja sama dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 

Diangkatnya tenaga pendamping alokasi dana desa yang minimal pendidikan S1. Tenaga pendamping alokasi dana desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan sistem kontrak selama tahun anggran. Tugasnya mendampingi Pemerintahan Desa dalam mengelola alokasi dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan; 

Tim teknis alokasi dana desa, Kabupaten dan Kecamatan melakukan sosialisasi, pembinaan dan pelatihan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan alokasi dana desa di tingkat desa. 

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kewenangan pendamping desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan  Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 adalah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Pendamping desa memiliki kewenangan dalam hal perencanaan program-program serta alokasi dana desa, pemanfaatan atau peruntukan alokasi dana desa, pengendalian dalam hal pengalokasian anggaran dana desa. 
Pelaksanaan pendampingan desa di  Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang  dalam bidang pembangunan infrastruktur desa adalah melakukan pengawasan alokasi dana desa dan dilakukan secara berkelanjutan dengan secara terus menerus dilakukan pendampingan oleh pendamping yang disediakan oleh Kementerian Desa, sehingga pembangunan desa dapat tercapai dan tepat guna

Hambatan pendamping desa terhadap pengelolaan dana desa adalah kurangnya tenaga ahli pendamping desa, kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu dalam pengembangan kapasitas, kaderisasi, dan pengorganisasian masyarakat, keterbatasan pengalaman dan pengetahuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan di desa masih kurang, kerjasama perangkat desa masih kurang hal ini disebabkan karna kurangnya komunikasi yang baik antara perangkat desa dengan pendamping desa. Upaya dalam mengatasi kendala terhadap pengelolaan dana desa adalah diterapkannya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan di tingkat desa dengan menggunakan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SIMKUDA) yang bekerja sama dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, diangkatnya tenaga pendamping alokasi dana desa yang minimal pendidikan S1. Tenaga pendamping alokasi dana desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan sistem kontrak selama tahun anggran. Tugasnya mendampingi Pemerintahan Desa dalam mengelola alokasi dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan, Tim teknis alokasi dana desa, Kabupaten dan Kecamatan melakukan sosialisasi, pembinaan dan pelatihan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan alokasi dana desa di tingkat desa.

Saran

Pendamping harus bener-benar memahami mekanisme petugas pendamping dalam melihat prioritas kebutuhan masyarakat. 

Petugas pendamping desa harus merupakan orang-orang yang punya kemampuan baik pada aspek pengetahuan/Pendidikan (spesialis kemampuan teknik), pengalaman, sikap mental, serta punya komitmen dan integritas yang tinggi dalam menjalan tugas dan fungsi sebagai pendamping. 

Pendamping desa harus lebih mengoptimalkan fungsinya melalui pemantauan alokasi dana desa pada pembangunan infrastruktur Desa Saluta dilakukan secara rutin dan berkala.
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